PEMERINTAH KOTA PADANG

Menimbang . a.

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR (03 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUS|
IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

bahwa dalam rangka melindungi kepentingan  umum, menjaga kelestarian
lingkungan dan pengembangan industri dan perdegangan perlu dilakukan
pembinaan, pangaturan, pengendalian dan pengawasan lerhadap usaha industr
dan perdagangan melalui pemberian izin yang telah menjadi kewenangan
pemerintah daerah kabupaten/ kota;

bahwa dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dipungut retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 lentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomar 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran
dan Retribusi Daerah, yang digolongkan s$ebagai retribusi perizinan tertentu:

bahwa berdasarkan pelimbangan sebagaimana dimeksud dalam huruf a dan b
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin
Usaha Industri dan Perdagangan.

Peraturan Pokok tentang Perdagangan (Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934.
Staatblad 1938 Nomor €6);

Jndang-undang Nomor 9 Tahun 1956 lentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Fropinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1856 Nomor 20);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pergudangan (Lembaran Negare
Tahun 1967 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 leniang Hukum Acara Pidara (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomar
3214);

Undang-undang Nemor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembarar Negara Nomor 3274);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 lentang Persercen Terbatas (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587):

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tenlang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Tahun 1895 Nemor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3611);
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi
Daerah (Lembaran Magara Tahun 1937 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomgor 4048);

Undang-undang Nomor .‘5_3 Tahun 1997 tentang Pengelofaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara T_ahun 1698 Nomar 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubzhan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat /| Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nemor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Paraluran Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha Industri
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomar
3598);

Paraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom {Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemeriniah Nomor 66 Tahun 2001 fenfang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2601 Nomar 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139);

Keputusan Prasiden Nomor 44 Tahun 1999 fenlang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan  Peraturan Pemerintsh dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1939 Nomor 70);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 /MPP/ Kep/
10/1999 fentang Ketenfuan dan Tata Cara Pemberiaan Izin Usaha Industri | 1zin
Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor 591 /MPP/ Kep/
1071999 fentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberiaan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP);

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 —67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

. Keputusan Menteri- Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman

Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan
Daerah; |

Peratvran Daerah Kota Padang Momor 4 Tahuh 2001 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kaota Padang Tahun 2001
Nomor 5);

Peratqran Daerah Koia Padang Nomor-33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai
Neger Sipil {Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 02); A



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENYELENGGARAAN

DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
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Daerah adalah Kota Padang.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang,

. Pejabat adalah pegawai yang diberi fugas lerfentu di bidang Retribusi Dagrah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang beraku,

Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lerbatas.
perseroan komanditer, persenyan fainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuiuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan
hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah
jadi, danfatau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggf uniuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, yang terdir dari ;

a. Industri kecil adalah usaha industri dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta
rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah).

b. industri menengah adalah usaha industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000.-
{dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 - {satu milyar rupiah).

C. Industri besar adalah usaha industi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).

Perdagangan adalah kegialan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus mensrus
dengan tujuan pengalihan hak alas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau
kompensasi, yang terdiri dari :

8. Perdagangan kecil adalah usaha perdagangan dengan nilai investasi sampai  dengan
Rp. 200.000.000.- {dua ratus juta rupiah).

b. Perdagangan menengah adalah usaha perdagangan dengan nilai investasi lebih dari
Rp. 260.000.000,- (dua ratus jula rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- {lima ratus juta
rupiah).

¢. Perdagangan besar adalah usaha perdagangan dengan nilai investasi lebih dari
Rp. 500.000.000,- {lima ratus juta rupiah),

lzin Usaha Industri adalah izin untuk dapat melakukan ﬁegiatan usaha industri,

Izin Perluasan Industri adalah izin untuk melakukan perfdasan melebihi 30 % (tiga puluh persen)
dani kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri yang telah dimiliki.



11.
12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

24,

25.

26.

izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha pardagangan.

Perusahaan adaiah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik
Indonesia, untuk fujuan memperoleh keuitungan atau laba.

Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi
atau badan ysahafperorangan yang mengajukan permohanan izin yang berisikan hak kewajiban
dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri tersebut.

Investasi adalah maodal dan kekayaan bersih {netto) diluar fanah dan bangunan usaha industn
dan perdagangan.

Retribusi Perizinan Terfentu adalah relibusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Dagrah dalam
rangka pamberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas terfentu unituk melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Refribust [zin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjuinya disebut Retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin usaha industni dan perdagangan
oleh pemerintah daerah.

Wajib Relribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah sualu jangka wakiu terlentu yang merupakan batas wakiu bagi wajib
refribusi unfuk memantfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah dasrah.

Surat Ketelapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keletapan refribusi
yang menentukan besamya pokok retribusi.

. Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT,

adalah surat kefelapan pulusan yang menenfukan tambahan atas jumlah retribust yang
ditatapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKROLB, adalah surat
kefetapan refribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah
kredit retribusi {ebih besar daripada retribusi yang terulang atau fidak sehanusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.

. Surat Setoran Refribusi Daerah, yang dapat disingkst SSRD, adalah surat yang oleh wajib

retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran relibusi yang lerutang ke
kas daerah atal ke fempat pembayaran lain yang diletapkan olzh Kepala Dasrah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan uniuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data
dan/ afau keterangan lainnya untuk kepafuhan pemenuhan kewajiban Retfribusi Daerah dan
untuk {ujuan lain dalam rangka mefaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Relribusi Daerah.

Penyidik Pegawai Neger Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
terfentu dilingkungan Pemeriniah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
cleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukli ity membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah yang lerjadi serta menémukan tersangkanya.



BAB II
PERIZINAN USAHA INDUSTRI BAN PERDAGANGAN
Pasal ?

Setiap orang alau Badan yang meiakukan usaha indusii maupun penluasan industd dan
perdagangan wajib memiliki izin yang dikeluarkan aleh Kepala Daerah,

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pimpinan Usaha Industri dan
Perdagangan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dasrah dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut ;

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemchon dengan memperlihatkan yang asflinya.

b. Folo Copy Keferangan Tempat Usaha dengan memperiihatkan vang asiinya.
C. Pas Photop 3 x4 ¢m sebanyak 2 lembar

d. Mengisi formulir daftar isian yang telah disediakan.

&

. Dan persyaratan lainnya sesuai dengan masing-masing jenis usaha Industi dan
Perdagangan yang akan diberi izin yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

(2} Sebelum izin dikeluarkan dilakukan penelitian dan peninjavan atas kelengkapan persyaratan
dan kelayakan usaha industi dan perdagangan yang akan diberi izin.

Pasal 4

Pemberian izin usaha industi maupun perluasan industi dan usaha perdagangan lerkait dengan
pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pangawasan industri dan perdagangan.

Pasal 5 ,

Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha indusii dan perdagangan wajib
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala sefiap 3 {tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Crang pribadi atau Badan yang mempercleh izin usaha industi dan pardagangan dalam jangka
wakiu 3 (liga) bulan sejak diterbitkan izin, wajib mendaftarkan perusahaannya sesual dengan
ketantuan Undang-undang Nortor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB Il
KETENTUAN BERLAKL DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN USAHA
Pasal 7

Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat ditolak atau dikeluarkan izinnya dalam
jangka waktu pafing lama 15 (ima belas) hari untuk izin Industd dan 7 {tujuh) har untuk izin
perdagangan sejak parmahonan izin diterima secara lengkap.

Pasal 8
(1} Masa berakunya Izin Usaha Industri dan Perdagangan dietetapkan 5 (lima) tahun.
(2} Izin sebagaimana dimaksud ayat (1} harus di daftar ulang setiap tahun,



Pasal 9

(1) |zin sebagaimana dimaksud Pasal 8 dinyatakan tidak beraku lagi atau dicabui jika:

a. afas permintaan pemegang izin;
b. {elah habis masa berlakunya izin;

C. pemegang izin ftidak mefakukan kegiatan usahanya lagi atau mengalinkan ke jenis usaha
[ain;

d. persyaratan dalam permohonan izin temyata tidak benar;

8. Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak mematuhi ketentuan
peraluran perundang-undangan yang berlaku dan telah diberi peringatan 1, 2 dan 3 dalam
tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas } hari;

(2) Jika terjadi pemindahan hak terhadap kepemilikan usaha yang felah diberikan izin kepada
pemegang hiak baru diberi jangka wakiu 3 bulan unfuk mengurus izin.

(3} Jika terjadi pemindahan tempat usaha industri, pemegang izin harus mendapatkan persetujuan
darl Kepala Daerah dan izin usaha industi yang dimiliki tetap berfaku.

(4) [zin Peruasan Industri berlaku sampai dengan adanya perluasan berkulnya dan atau sampai
dengan masa barlakunya izin yang iefah dimiliki,

BAB |V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Industi dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai
pembayaran alas pemberian izin usaha industri dan perdagangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pameriniah Daerah alas pemberian izin
dengan maksud untuk pangaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan tethadap usaha
industni dan perdagangan, yang meliputi:

1. lzin Usaha Industri, terdid dan:
a. lzin Usaha industr ;
1) lzin Usaha Industri Kecil,
2) Izin Usaha Industri Menengah.
J) Izin Usaha Industri Besar.
b. lzin Perluasan Usaha Industri :
1) [zin Peduasan Usaha ndusin Kegil,
2} lzin Perivasan Usaha Industri Menengah,
3} Izin Perluasan Usaha Industii Besar.
2. Relribusi lzin Usaha Perdagangan, terdiri dari:
a. lzin Usaha Perdagangan Kecil;
b. Izin Usaha Perdagangan Menengah;
¢. lzin Usaha Perdagangan Besar.



Fasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempsroleh lzin Usaha Industi dan
Perdagangan.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13

Retnbusi fzin Usaha Industri dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI ;

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan nilai investasi usaha yang akan diberikan
izin.

BAB VI
PERINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi berdasarkan pada fujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pengaturan, pembinaan,
pengembangan dan pengawasan usaha industri dan perdagangan.

Pasal 16

(1) Struktur dan besamya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan nilai investasi yang
akan diberikan izin,
(2} Strukiur dan besarnya farif retribusi adalah sebagai berikut:

NO JENIS IZIN USAHA NILAI INVESTAS! TARIF
{RP} (RP)

1 | Izin Usaha Industri
a. |zin Usaha Industn;

1) industr kecl 5.000.000,- 5.4 25.000.000,- 25.000,-

(investasi Rp.5 juta 5.4 | Lebin dari 25.000.000 s.d 50.000.000; 50.000.-

Rp. 200 juta). Lebih diari 50.000.000.- s.d 100.000.000.- 75.000,-

Lebih dari 100.000.000,- s.d 200.000.000.- 100.000 -

2} Industr menengah | Lebih dari 200.000.000.- 5.d 400.000.000.- 150,000.-

(Investasi lebih Rp.200 | Labih dari 400.000.000,- 5.4 800.000.000,- 200.000.-

Jutas.d Rp. 1 Miyar 1) obin dari 800.000.000- .4 1.000,000.000 - 500.000.-

3)  Indusi besar Lebih dari 1.000.000.000.- 5.d 1.600.000.000- | 1.000.000-

(investasf lebih Rp. 1 | Lebih dari 1.600.000.000,- 5.4 3.200.000.000- | 1.500.000.-

Mityar). Leblh darl 3.200.000.000 - 2.000.000.-

b. Jzin  Peruasan Usaha | 5.000.000.-5.d 25.000.000. - 20,000 -
Industd:




1) Industi keci Lebin dar 25,000,000 5. 50,000,000, 40,000
{lnvestasi Rp. 5 jutd | Lebih dar 50.000.000,~.d 100.000.000.- 60.000,-
SARp. 2000ut&) | 1 gbin dar 100.000.000,- 5.d 200.000.000; 80.000;
2) Industri menengah
. iy | -0 dar 200.000.000,- .3 400.000.000. 120.000,-
Rp. 200 juta s. | Lebihdari 400.000.000;- 5.d 800.000.000, 160.000-
Rp. 1 milyar). Lebih dani 800.000.000.- s.d 1,000.000.000,- 200.000;-
3) Industr besar |
(ovestasi lepin 1 | LoD 8ar 1.000.000.000,- .0 1.600.000.000; 300.000;-
milyar) Lebih dari 1.600.000.800.- 5.d 3.200.000.000,- 500.000.-
Lebih dar 3.200.000.000, 750.000,-
Z | 'miisaha Perdegangen: 5.000.000,- 5.d 25.000.000,- 20.000,-
B, Peidagangan keck Lebi dari 25,000,000 s.d 50.000.000,- 40.000,-
(investasl s.d Rp. 200Juta) | | v darf 50,000.000,- 5.4 100,000,000 60.000,-
Lebih dari 100.000.000- 5.d 200.000.000.- 80.000;
b. Perdagangan menengah | Lebih dari 200.060.000.- 5.d 500.000.000.- 120.000,-
(investasi lebih Rp.200 juia
s.d Rp. 500 jula}
¢. Pendagangan besar Lebih dari 500.000.000,- s.d 830.000.000,- 160.000,-
(investas! lebih Rp.500 juta) | Lebih dari 800.000.000,- s.d 1.600.000.000.- 200.000,-
Lebit dari 1.600.000.600,- 5.4 3.200,000.000,- 300.000,-
Lebih dasi 3.200.000.000,- 500.000,-
BAB VIl

Relribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungul diwilayah tempat izin diberikan.

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Pasal 18

Masa Retribusi adatah jangka wakiu yang famanya 5 {lima) fahun kecuali Retribusi izin perfuasan
usaha industri.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan retrubusi tidak dapat diborongkan.
{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atav dokumen lain yang dipersamakan,

(3) Tala cara pelaksanaan pemun
Daerah.

gutan retribust lebih lanjut ditefapkan dengan Keputusan Kepala



BAB X
SANKSI| ADMINISTRASI
Pasal 20

(1) Dalam hal wajib retribusi tidsk membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nominal retrubusi
yang tiak atau kerang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2} Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikenakan
sanksi administrasi berupa peringatan terulis

BAB X
KEBERATAN
Pasal 21

(1} Waijib Retribusi dapaf mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen
|2in yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indongsia dengan diseriai alasan alasan yang
jelas.
(3) Keberatan hams diajukan dalam jangka wakiy paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD

diferbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka wakte itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuaan keberatan lidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 22

(1) Kepala Daerah dalam jangka wakiu paling lama 6 ( enam } bulan sefak tanggal surat keberalan
diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukar.

(2) Keputusan Kepala Daerah alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menglak, atau menambah besar retribusi yang ierutang.

(3} Apabila jangka wakiu sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1) telah lewat dan Kepaia
Daerah tidak memberi suatu kepufusan, keberatan yang digjukan tersebut dianggap dikabulkan,

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Fasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2} Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan refibusi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XlII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

(1) Mas kelebihan pembayaran refribusi, Wajib Refribusi dapat mengajukan permolionan
pengembalian kepada Kepala Daearah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka wakiu paling lama 6 {enam} bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah
tidak member sualu keputusan, permchonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKROLB harus diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 {satu) bulan.

" {4) Apabila Wajib Relribusi mempunyai utang retribusi lainya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} langsung diperhitungkan untuk melunasi terebih dahulu
hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pambayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat{1)} dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLS.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan selelah jangka wakiu 2 {dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan denda 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan relribusi, kadalurasa setelah melampaui jangka waktu 3 {liga)
fahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindakan pitlana dibidang refribusi. .

(Z} Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan ufang refribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB. XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

{1} Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan  Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (snam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.-
(ima jufa rupiah),

() Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
FPasal 27

{1} PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan alas tindak pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 28,

(2} Wewenang PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat {1) adalah :

a, MEHEI‘iI‘ﬂ?, menr:agi, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keferangan atau taporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas; -

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau badan

Lentanl;_:[ kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan findak pidana retribusi
aerah;

C. I':ﬂ&mintg keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retibusi daerah:

d. P:demerilfsa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang refribusi daerah;

6. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serfa melakukan penyitaan terhadap bahan bukii tersabut;
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f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh barhenti dan atat melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikasa identitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf g;

h. Memotref seseorang yang berkaitan dengan findak pidana retribusi daerah;

. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai fersangka atau
saksi:

j.  Menghentikan penyidikan:

k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk ketancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

() PPNS sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dergan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Izin usaha industi dan perdagangan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini
masih (efap bertaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAR XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai polaksanaannya
gkan diatur lebih lanjut cleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daarah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 32 Jun

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

iria Tk. | Nip. 410003886 e
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 11
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